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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Organisasi merupakan salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Pentingnya kehadiran organisasi ini dapat dipahami, karena organisasi memiliki fungsi dan peran sebagai piranti (perangkat) yang potensial dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks.

Ditengah menguatnya arus globalisasi dan percepatan teknologi yang semakin tinggi, adaptabilitas organisasi menjadi semakin penting karena globalisasi menuntut  persaingan yang tinggi diberbagai dimensi kehidupan. Adaptabilitas organisasi ini juga sangat dibutuhkan, agar organisasi mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan kendala yang dihadapi. Dalam konteks ini, penataan kelembagaan atau pembenahan organisasi yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan. Hal ini diilhami oleh petimbangan bahwa penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih professional dan proporsional. Hal ini sejalan dengan pandangan Sedarmayanti (2006:10) yang mengemukakan bahwa:

 “Penataan kelembagaan pemerintahan baik pusat maupun daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk menyempurnakan dan mengembangkan  organisasi dengan lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek serta terdesentralisasi kewenangannya. 
Pandangan tersebut mencerminkan bahwa penataan kelembagaan dalam perspektif pemerintahan merupakan suatu upaya organisasi pemerintah yang diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi pemerintah, sehingga organisasi tersebut lebih profesional. Dengan demikian, organisasi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya baik secara individu (pegawai/aparat) maupun kelembagaan. Peningkatan kinerja pegawai ini dirasakan sangat penting untuk dilakukan  dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.         
Pada sisi lain, upaya peningkatan kinerja pegawai juga tidak bisa dilepaskan dari tingkat kemampuan dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Keban (2004: 198) yang menandaskan bahwa ”...peningkatan kinerja seorang pegawai akan tercermin dari peningkan kemampuan dan kompetensinya, sehingga yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya secara optimal”. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai tersebut, antara lain dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa, pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai (aparatur). 

Penguatan terhadap pernyataan di atas dijelaskan oleh Notoatmodjo (2010:5) yang mengemukakan bahwa: 
”Pengembangan sumber daya manusia  (human resaurces development) merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dari sisi organisasi pengembangan sumber daya manusia juga sangat berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawai ”.
Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pengembangan sumber daya manusia memang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, termasuk organisasi publik seperti pemerintah dalam mendorong akselerasi peningkatan kinerja pegawainya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya aparatur perlu dilakukan secara serius, sistematis, terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja pegawai yang merupakan bagian penting dari ikhtiar dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat direalisasikan secara nyata.   
Disadari sepenuhnya bahwa masalah kinerja pegawai, khususnya di lingkungan pemerintahan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem yang cukup krusial dan menjadi sorotan publik, sehingga membutuhkan penanganan yang serius  serta komitmen yang tinggi dari semua pihak, khususnya pemerintah. Menguatnya persoalan tersebut, sesungguhnya dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang selama ini dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. Tingginya tuntutan publik tersebut, mencerminkan betapa beratnya beban dan tanggungjawab pegawai pemerintah (aparatur) dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Beratnya beban tersebut semakin bertambah, manakala berbagai fenomena rendahnya kinerja yang ditampilkan oleh pegawai pemerintah selama ini, kemudian berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan publik serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Akibatnya bentuk pelayanan apapun yang diberikan oleh pemerintah, senantiasa dicurigai dan mendapatkan opini yang kurang menguntungkan terhadap peran dan fungsi aparatur pemerintah sebagai pelayan publik. 

Buruknya citra pegawai pemerintah (aparatur) di mata publik, semakin menguat ketika fakta empiris menunjukan kualitas pelayanan yang berbelit-belit, ketidakjelasan waktu pelayanan, besarnya biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan ketidakramahan aparatur pelayanan pada saat memberikan layanan pada masyarakat. Munculnya fenomena tersebut, diperkuat oleh pandangan Rasul (2000) yang menjelaskan empat permasalahan yang senantiasa timbul dalam menjalankan organisasi pemerintahan, yakni; 
Pertama, ketidakefektifan dalam menjalankan organisasi. Kedua, ketidakefisienan  yang timbul karena tingkat rasio antara dana yang diperoleh dan dikumpulkan dari masyarakat dengan pengembaliannya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum memang masih sangat rendah. Ketiga, adanya private inurement. Keempat, munculnya excessive risk.

Fakta lain terungkap bahwa urgensi akan adanya perbaikan dan penataan serta peningkatan kinerja pegawai pemerintah ini, didorong oleh perkembangan dan percepatan serta dinamika kehidupan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini sesungguhnya, merupakan implikasi dari peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Kondisi seperti ini, kemudian juga menimbulkan terjadinya pergeseran mind set dan gaya hidup masyarakat yang mengarah pada iklim yang serba kompetitif, cepat dan efisien bahkan pragmatis. Implikasinya, masyarakat semakin membutuhkan adanya layanan dari pegawai (aparatur) pemerintah yang serba cepat dan efisien. Sementara pada sisi lain, kondisi pegawai (aparatur) pemerintah justeru belum menunjukan peningkatan kinerja yang signifikan. Fenomena semacam ini, tentu saja menjadi tantangan dan sekaligus kendala tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang responsive dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat. 

Secara yuridis, upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di lingkungan pemerintahan, sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pencanangan serangkaian paket kebijakan yang diterjemahkan melalui berbagai ketentuan, seperti  TAP MPR RI No. XI tahun 1998, UU No. 28 tahun 1999, Inpres No. 7 tahun 1999, dan Tap MPR No. VII /MPR / 2001. Serangkaian paket kebijakan tersebut esensinya mengatur bagaimana langkah-langkah strategis dan teknis dalam mendorong peningkatan kinerja institusi pemerintah. Oleh karena itu, secara institusional, berbagai ketentuan ini sesungguhnya telah memberikan arahan atau pedoman yang cukup jelas bagi aparatur (pegawai pemerintah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah. Namun secara implementatif, berbagai ketentuan tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat  diterjemahkan secara efektif, sehingga menimbulkan terjadinya disparitas antara keinginan masyarakat dengan tingkat kinerja yang ditampilkan oleh pegawai pemerintah (aparatur). 

Secara substantif,  berbagai ketentuan di atas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan. Adapun peran yang dimaksud antara lain; memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja, memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, mengidentifikasikan apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif, menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 
Kondisi yang menyatakan bahwa kinerja pegawai Badan Geologi masih rendah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kondisi Kinerja Pegawai Badan Geologi

	Nomor
	Kegiatan
	Target
	Realisasi

	1
	Pembuatan laporan kegiatan Tim
	30 hari setelah kegiatan berahir
	Selesai 60 hari setelah kegiatan berahir 

	2
	Pembuatan laporan tahunan 
	45 Hari setelah berakhirnya tahun berjalan
	Selesai lebih dari 60 hari  setelah berakhirnya tahun berjalan

	3
	Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) Pegawai
	Selesai Agustus 2011
	Selesai Oktober 2011

	4
	Adaptabilitas tugas pokok sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat
	Belum efektif

	5
	Kedudukan Pusat Pengembangan Geologi Kelautan
	Berada di dalam organisasi Badan Geologi
	Masih tetap berada di dalam organisasi Badan Litbang ESDM

	6
	Penyempurnaan UPT yang telah ada dan   Pembentukan UPT baru
	Selesai Desember 2011
	Sampai dengan  September 2012 belum selesai


Sumber : Badan Geologi, tahun 2012    
Hasil survei   yang dilakukan  pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2011, penulis mendeteksi bahwa tingkat kinerja pegawai relatif masih rendah. Ada beberapa indikasi yang menguatkan dugaan tersebut, antara lain:

1. Hasil kerja belum berjalan dengan efektif, misalnya pada Sekretariat Badan Geologi masih terdapat program yang berlum berjalan dengan efektif, seperti dalam penyelesaian pembuatan laporan kegiatan Tim seharusnya selesai 30 hari setelah berahirnya kegiatan dan baru diselesaikan 60 hari setelah berakhirnya kegiatan.   

2. Dalam penyusunan atau pembuatan laporan tahunan Badan Geologi, target dapat diselesaikan  dalam waktu 45 hari setelah berakhirnya tahun berjalan, namun laporan tahunan baru dapat diselesaikan lebih dari 60 hari setelah berakhirnya tahun berjalan. 
3. Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai, khususnya menyangkut pekerjaan yang sifatnya administratif. Misalnya masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD).  Kondisi tersebut   dapat merugikan pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. 
4. Adaptabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, seperti dalam penanganan penyediaan air bersih untuk daerah sulit air.
5. Kedudukan Pusat Pengembangan Geologi Kelautan berada pada organisasi Badan Litbang ESDM, seharusnya berada pada organisasi Badan Geologi. Hal ini dapat menyebabkan tidak efektifnya penyusunan dan pelaksanaan prgoram penelitian kegeologian.
6. Penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ada dan proses pembentukan UPT baru belum dapat diselesaikan, sehingga dapat berdampak kepada kinerja pegawai yang tidak dapat diberikan bobot nilai dalam penilaian Sasaran Kerja Pegawai. 

Masalah yang terdeteksi di atas, penulis duga disebabkan oleh penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia yang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena yang berkembang di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya menyangkut penataan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia dikaitkan dengan masalah kinerja pegawai. Ketertarikan  tersebut, akan coba penulis terjemahkan melalui penelitian disertasi dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Geologi   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Bandung”.
Ketertarikan terhadap fokus penelitian di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga saat ini masih menjadi fenomena yang aktual, menyusul terjadinya perubahan paradigma sistem pemerintahan di Indonesia, dari sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik menunju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terdesentralisasi. Terjadinya pergeseran paradigma tersebut, secara substantif jelas membawa konsekuensi yang sangat mendasar, termasuk perlunya penataan kelembagaan secara efektif di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
2. Pengembangan sumber daya manusia, termasuk di lingkungan pemerintahan juga merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
Adapun ketertarikan terhadap lokus penelitian, didasarkan pada dua alasan:

1. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki posisi cukup strategis, karena memiliki visi untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan visi yang diusung oleh Badan Geologi.

2. Badan Geologi juga memiliki peran dan fungsi untuk membantu dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti gunung berapi. Oleh karena itu, penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan Geologi perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif, sehingga diharapkan dapat mendukung terhadap peningkatan kinerja pegawainya.
1.2  Perumusan   Masalah

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pernyataan masalah  (problem statement) adalah: “ kinerja pegawai pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih rendah”. 
Agar masalah yang tercermin dalam latar belakang penelitian di atas  lebih spesifik, perlu dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sehingga dapat memberikan kejelasan serta dapat mencerminkan pokok masalah yang akan diteliti, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ?
2. Seberapa besar pengaruh penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ?
3. Seberapa besar pengaruh penataan kelembagaan melalui faktor sumber daya manusia,  tugas, strategi, struktur dan desain, teknologi, dan kultur terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ?

4. Seberapa besar pengaruh pengembangan sumber daya manusia melalui dimensi reactions, learning, behavior, organization result dan cost effectivity terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ?
1.3  Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pelaksanaan penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ?
2. Menganalisis bersarnya pengaruh penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

3. Menganalisis besarnya pengaruh penataan kelembagaan terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
4. Menganalisis besarnya pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
1.4  Kegunaan Penelitian
Keberhasilan mengungkapkan interaksi antara fenomena penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia beserta segenap dimensi yang terlibat di dalamnya serta rendahnya kinerja pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, secara komprehensip diharapkan akan dapat memberikan nilai manfaat sebagai berikut: 
1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan dan mengembangkan teori dan konsep dalam disiplin ilmu administrasi publik, khususnya berkaitan dengan penataan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pegawai.
2. Secara praktis (aspek guna laksana), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat direalisasikan secara nyata. 
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